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BAB III 

TINJAUAN TEORI TENTANG TINDAK  

PIDANA PENGEROYOKAN MASSAL 

 

A. Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang- undang 

sering disebut dengan strafbaarfeit. Para pembentuk undang- undang 

tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai 

strafbaarfeit itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai 

strafbaarfeit tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana 

dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta 

delik. Istilah “strafbaar feit” sendiri yang merupakan bahasa Belanda 

tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu straf yang berarti hukuman 

(pidana), baar yang berarti dapat (boleh), dan feit yang berarti tindak, 

peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah strafbaarfeit adalah 

peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.
1)

 

Pendapat para pakar hukum mengenai Strafbaar feit, antara lain 

sebagai berikut: 

a.  Moeljatno menerjemahkan istilah “strafbaar feit” dengan perbuatan 

pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 

suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 

                                                           
1)

 I Made Widnyana, Asas- asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.32. 
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berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan 

tersebut.
2) 

b.  Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah 

tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa 

Belanda Strafbaar feit yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat 

dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan 

merupakan "subyek" tindak pidana.
3) 

2. Unsur-unsur Tindak Pidana 

Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni 

pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut:
4)

 

a.  Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, 

untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan 

perbuatan. 

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:
5)

 

1) Ada perbuatan; 
2) Ada sifat melawan hukum;  
3) Tidak ada alasan pembenar;  
4) Mampu bertanggungjawab;  
5)  Kesalahan;  
6) Tidak ada alasan pemaaaf. 

b.  Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara 

perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, 

                                                           
2)

 Tri Andrisman, Hukum Pidana Asas-asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana 

Indonesia. Unila. 2009, hlm.70. 
3)

 Wiryono Projodikoro. Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia. PT. Eresco, Bandung, 

1986, hlm. 55. 
4)

 Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- 

Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 38. 
5)

 Ibid., hlm.43. 
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untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup 

dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang 

yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dsar 

pembenar. 

Unsur- unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi:
6) 

 

1) Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik’ 

2) Ada sifat melawan hukum; 

3) Tidak ada alasan pembenar. 

Selanjutnya unsur- unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:  

1) Mampu bertanggung jawab; 

2) Kesalahan; 

3) Tidak ada alasan pemaaf. 

Unsur- unsur tindak pidana, antara lain: 

1) Ada Perbuatan yang Mencocokan Rumusan Delik 

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah menenai apa yang 

dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap 

suatu hal atau kejadian. Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik 

yaitu mencocoki unsur-unsur yang ada dalam pasal yang 

didakwakan, termasuk unsur perbuatan maupun pertanggung 

jawaban pidananya. 

2) Ada Sifat Melawan Hukum 

                                                           
6)

 I Made Widnyana, op cit, hlm.57. 
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Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, 

yaitu: 

a) Sifat melawan hukum umum 

Diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana dalam 

rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana 

adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, 

bersifat melawan hukum dan dapat dicela. 

b) Sifat melawan hukum khusus 

Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari 

rumusan delik dinamakan: sifat melawan hukum khusus. Juga 

dinamakan “sifat melawan hukum facet”. 

c) Sifat melwan hukum formal 

Istilah ini berarti: semua bagian yang tertulis dari rumusan 

delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat 

dipidana). 

d) Sifat melawan hukum materil 

Berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum 

yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang 

dalam rumusan delik tertentu. 

3) Tidak Ada Alasan Pembenar 

Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya 

perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi 

rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, 
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dengan lain perkataan alasan pembenar menghapuskan dapat di 

pidananya perbuatan. 

 

3. Tindak Pidana Pengeroyokan Massal 

Tindak pidana pengeroyokan merupakan suatu tindak pidana yang 

dapat digolongkan dalam kategorikan sebagai kekerasan kolektive, 

karena didalam melakukan tindak kekerasan secara berkelompok. 

Biasanya tindak pidana kolektif memiliki beberapa ciri-ciri seperti, 

memindahkan identitas dan tanggung jawab individu kedalam identitas 

dan tanggung jawab kelompok, hubungan antara individu dan massa 

menjadi dangat imersonal, sifat sugesti dan menularnya.
7)

 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum 

Pidana (selanjutya disebut KUHP) telah memuat pasal yang mengatur 

tentang tindak pidana yang dengan terang-terangan dan tenaga 

bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan 

luka-luka dan barang yang menyebabkan perusakan barang. Tindak 

pidana ini sering disebut dengan tindak pidana pengeroyokan dan 

perusakan.  

Pengeroyokan dan perusakan adalah istilah pidana tentang Tindak 

pidana pada Pasal 170 KUHP: 

1. Barangsiapa terang terangan dan dengan tenaga bersama melakukan 

kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana 

penjara paling lama lima tahun enam bulan. 

                                                           
7)

 Adhi Wibowo, 2013, Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Thafa Media, 
Yogyakarta, hlm. 16. 
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2. Yang bersalah diancam:  

Ke-1e. Dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika 

dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang 

digunakan mengakibatkan luka-luka.  

Ke-2e. Dengan pidana paling lama 9 (sembilan) tahun, jika 

kekerasan mengakibatkan luka berat. 

Ke-3e. Dengan pidana paling lama 12 (dua belas) tahun, jika 

kekerasan mengakibatkan maut. 

3. Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini ( Pasal 170 KUHP ) 

 

Pada Pasal 170 ayat (2) KUHP memuat unsur-unsur sebagai 

berikut: 

1. Unsur barang siapa;  

2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama;  

3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau perusakan 

terhadap barang;  

4. Unsur yang mengakibatkan luka-luka atau penghancuran barang. 

 

B. Hukum Acara Pidana 

1. Pengertian Hukum Acara Pidana 

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur berkaitan 

dengan proses beracara atau secara umum dikenal dengan hukum 

formil. Hukum acara pidana tersebut dirangkum di dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

Selanjutnya disebut KUHAP. 

Istilah hukum acara pidana itu sendiri dianggap sudah tepat jika 

dibandingkan dengan istilah hukum proses pidana atau hukum tuntutan 

pidana. Belanda memakai istilah strafvordering yang kalau 

diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Istilah itu dipakai 

menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu rancangan undang-

undang dibicarakan di parlemen karena meliputi seluruh prosedur 
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acara pidana. Sehingga istilah bahasa inggris Criminal Procedure Law 

lebih tepat daripada istilah Belanda.
8)

 

Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya 

mulai pada pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan 

berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan 

narapidana tidak termasuk dalam hukum acara pidana. Apalagi yang 

menyangkut terkait perencanaan undang-undang pidana. Dengan 

terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia 

diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti seluruh 

proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada Kasasi di 

Mahkamah Agung, bahkan sampai dengan peninjauan kembali 

(herziening).
9) 

2. Tahapan Dalam Hukum Acara Pidana 

a. Penyilidikan 

Penyelidikan berdasarkan definisi yang diatur di dalam 

Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah : 

Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak 

pidana guna menentukan dapat atau tindakannya dilakukan 

penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-

undang ini. 

                                                           
8) 

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 2. 
9)

 Ibid, hlm. 3. 
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Definisi dari penyelidikan ini di dalam organisasi 

kepolisian menggunakan istilah reserse. Tugasnya yaitu berkaitan 

dengan penerimaan laporan dan pengaturan serta menghentikan 

orang yang dicurigai untuk diperiksa. Penyelidikan merupakan 

tindakan yang mendahului penyidikan. Jika dihubungkan dengan 

teori hukum acara pidana yang dikemukakan oleh van Bemmelen 

maka penyelidikan merupakan tahap pertama dari tujuh tahap di 

dalam hukum acara pidana, yang bertujuan mencari kebenaran.
10) 

b. Penyidikan 

1) Definisi, dasar hukum, dan ruang lingkup dalam penyidikan 

Dalam memproses seseorang yang diduga melakukan tindak 

pidana, proses hukum dimulai dari tahap penyelidikan, dalam 

proses penyelidikan orang yang berwenang melakukan hal 

tersebut adalah penyelidik, tugas dan wewenang dari 

penyelidik salah satunya adalah menerima laporan atau 

pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai 

dengan Pasal 5 KUHAP. Penyelidik dalam hal ini polisi sesuai 

dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan atau 

pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa 

yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau 

tidaknya dilakukan penyidikan. Selanjutnya setelah proses 

                                                           
10)

 Ibid, hlm. 119. 
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penyelidikan selesai, dapat dilakukan penyidikan. Penyidikan 

didasarkan pada Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah : 

Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari 

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya. 

Penyidikan yang dimaksud di dalam Pasal 1 butir 2 

KUHAP tersebut sesuai dengan pengertian opsporing atau 

interrogation. Menurut de Pinto, menyidik (opsporing) berarti 

pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu 

ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan 

jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa 

ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.
11)

 

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan 

atau awal (vooronderzoek) yang seyogyanya dititik beratkan 

pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual 

penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di 

ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan 

penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat 

kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.
12)

 

                                                           
11)

 R. Tresna, Komentar HIR, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 72. 
12)

 Ali Wisnubroto, Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana), PT. 

Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm. 15. 
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Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan 

penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang 

ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan 

bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu 

peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.
13)

 

Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana atau Peraturan Kapolri 

Nomor 14 Tahun 2012, dasar dilakukan penyidikan adalah : 

a) Laporan polisi/pengaduan;  

b) Surat perintah tugas;  

c) Laporan hasil penyelidikan (LHP);  

d) Surat perintah penyidikan; dan  

e) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). 

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri 

Nomor 14 Tahun 2012 menyatakan bahwa : 

Bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan Polisi dan 

1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga 

bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai 

dasar untuk dapat dilakukan penangkapan. 

Penyidik melakukan penyidikan melalui administrasi 

penyidikan seperti yang diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) 

                                                           
13)

 Ibid, hlm. 16. 
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Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen 

Penyidikan yaitu : 

Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan 

segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam 

proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, 

pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk 

menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman 

administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional 

maupun pengawasan penyidikan. 

Administrasi penyidikan tersebut terdiri atas berkas-berkas 

perkara di dalam penyidikan, yang terdiri atas sampul berkas 

perkara (Pasal 10 Ayat (1) huruf a) dan isi berkas perkara (Pasal 

10 Ayat (1) huruf b). Di dalam angka 50 berkaitan tentang isi 

berkas perkara tersebut terkait surat permintaan bantuan 

pemeriksaan laboratorium forensik (labfor), dan angka 51 

berkaitan tentang surat hasil pemeriksaan labfor. Dimana yang 

keduanya tersebut sebagai dasar peranan labfor di dalam proses 

penyidikan. 

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Jo Pasal 6 ayat (1) KUHAP, ada 

dua badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu : 

a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia  

b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan 

wewenang khusus oleh undang-undang 
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Di dalam KUHAP, polisi ditempatkan sebagai penyidik 

utama dan tunggal diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) Jo Pasal 284 

ayat (2) KUHAP. Ketentuan tersebut sangat berbeda dengan 

ketentuan yang diatur dalam HIR, bahwa disamping polisi 

sebagai penyidik juga jaksa ditentukan sebagai penyidik 

lanjutan. Tetapi bila melihat pada peraturan peralihan KUHAP 

yaitu Pasal 284 ayat (2) KUHAP, maka tugas jaksa sebagai 

penuntut umum dan sebagai penyidik masih tetap dan sama 

sekali tidak dikurangi yaitu jaksa yang diatur di dalam 

undangundang tertentu yang mempunyai acara pidana sendiri 

seperti Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.
14)

 

2) Prinsip-prinsip di dalam KUHAP yang dipakai dalam 

penyidikan 

KUHAP dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku 

tindak pidana menganut prinsip akuisator, ini artinya tersangka 

selama mengikuti proses penyidikan kedudukannya 

ditempatkan sebagai subjek bukan sebagai objek pemeriksaan. 

Prinsip akuisator menempatkan kedudukan tersangka dalam 

setiap tingkat pemeriksaan : 

a) Adalah subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu 

tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan 

                                                           
14)

 Oemar Seno Adji, Mass Media & Hukum, Erlangga, Jakarta, 1977, hlm. 14. 
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dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat 

harga diri,  

b) Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip adalah 

kesalahan (tindakan pidana), yang dilakukan tersangka atau 

terdakwa, ke arah itulah pemeriksaan ditujukan. 

Sebelum menggunakan prinsip akuisator, dahulu penyidik 

dalam melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan 

pemeriksaan menempatkan tersangka sebagai objek yang dapat 

diperlakukan dengan sewenang-wenang, hal ini dinamakan 

dengan prinsip inkuisator. Dalam prinsip inkuisator terdakwa 

tidak diberikan sama sekali hak dan kesempatan yang wajar 

bagi tersangka untuk membela diri dan mempertahankan 

kebenarannya. 

Asas praduga tak bersalah diatur dalam Penjelasan Umum 

KUHAP butir ketiga huruf c, adalah pedoman bagi penegak 

hukum menggunakan prinsip akuisator dalam pemeriksaannya. 

Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara 

pemeriksaan yang inkuisator atau inkuisitorial sistem yang 

menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan 

sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang. 

Prinsip inkuisitor ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan 

dalam periode HIR, sama sekali tidak memberi hak dan 

kesempatan yang wajar bagi tersangka atau terdakwa untuk 
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membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya. 

Dalam inkuisator aparat sudah menganggap tersangka atau 

terdakwa bersalah, tersangka atau terdakwa dianggap dan 

dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa mempedulikan hak-

hak asasi manusia. Akibatnya, sering terjadi dalam praktik, 

seorang yang benar- benar tidak bersalah terpaksa menerima 

nasib sial, yaitu dengan di penjara. 

Selanjutnya prinsip akuisator, dimana seorang tersangka 

atau terdakwa wajib didengar keterangannya, dimana tersangka 

atau terdakwa dijadikan subjek pemeriksaan, dan tersangka 

atau terdakwa mempunyai hak untuk mencari dan mendapatkan 

hakhak yang ia miliki. Masalah teknis pemeriksaan berada 

diluar jangkauan, karena itu termasuk dalam ruang lingkup 

ilmu penyidikan kejahatan. Titik pangkal pemeriksaan 

dihadapan penyidik adalah tersangka maka oleh karena itulah 

dapat diperoleh sebuah keterangan mengenai peristiwa pidana 

yang sedang diperiksa. Akan tetapi sekalipun tersangka yang 

menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus 

diberlakukan prinsip akuisator. Dimana tersangka harus 

ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat 

dan martabat ia harus dinilai sebagai subjek dan bukan sebagai 

objek, yang diperiksa bukanlah manusianya sebagai tersangka 

tapi perbuatan tindak pidananya. 
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c. Penuntutan 

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP disebutkan mengenai definisi 

penuntutan adalah : 

“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara 

pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut 

dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh 

hakim di sidang pengadilan.” 

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro menyebutkan 

dengan tegas bahwa penuntutan adalah menuntut seorang terdakwa 

di muka Hakim Pidana dengan menyerahkan perkara seorang 

terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan 

permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan 

perkara pidana itu terhadap terdakwa.
15)

 

d. Pemeriksaan di Pengadilan 

Pemeriksaan di Pengadilan dimulai dengan penentuan hari 

persidangan yang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua 

pengadilan untuk menyidangkan perkara, hal tersebut diatur di 

dalam Pasal 152 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini, hakim tersebut 

memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil 

terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan yang diatur 

di dalam Pasal 152 ayat (2) KUHAP. 

                                                           
15)

 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Atjara Pidana di Indonesia, 1967, Yang dikutip oleh 

Andi Hamzah dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.162. 
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KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang 

pengadilan. Pertama, pemeriksaan perkara biasa, kedua, 

pemeriksaan singkat, dan ketiga, pemeriksaan cepat. Pemeriksaan 

cepat dibagi lagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan dan 

perkara pelanggaran lalu lintas.
16)

 

Undang-undang tidak memberikan batasan tentang 

perkaraperkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. 

Hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja diberikan batasan. 

Pasal 203 ayat (1) KUHAP memberi batasan tentang apa yang 

dimaksud dengan pemeriksaan singkat yaitu : 

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah 

perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk 

ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum 

pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya 

sederhana. 

Selanjutnya, yang dimaksud dengan pemeriksaan cepat 

ditentukan oleh Pasal 205 ayat (1) berkaitan dengan tindak pidana 

ringan yaitu : 

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana 

ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara 

atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda 

sebanyak-banyaknya tujuh ribu rupiah dan penghinaan 

                                                           
16)

 Diambil dari jenis-jenis pemeriksaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) 
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ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 bagian 

ini. 

C. Tugas dan Wewenang Kepolisian 

Tugas dan wewenang kepolisian diatur dalam Pasal 13-19 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia selanjutnya di singkat UU Kepolisian adalah sebagai berikut : 

Pasal 13 UU Kepolisian. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik 

Indonesia adalah: 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;  

b. Menegakkan hukum; dan  

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Pasal 14 UU tentang Kepolisian: 

1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : 

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli 

terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;  

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;  

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat 

terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan;  

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;  

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;  

f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk- 

bentuk pengamanan swakarsa;  

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 

pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- 

undangan lainnya;  
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h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan 

tugas kepolisian; melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, 

masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban 

dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan 

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;  

i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 

ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;  

j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 

kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta  

k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan. 

2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

huruf diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 15 UU tentang Kepolisian: 

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia 

secara umum berwenang: 

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;  

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang 

dapat mengganggu ketertiban umum;  

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit 

masyarakat;  

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau 

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;  

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif kepolisian;  

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari 

tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;  

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; h. Mengambil 

sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;  

h. Mencari keterangan dan barangbukti; j. Menyelenggarakan 

Pusat Informasi Kriminal Nasional;  

i. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang 

diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;  

j. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan 

pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta 

kegiatan masyarakat;  

k. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara 

waktu. 
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(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 

perundang undangan lainnya berwenang : 

a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum 

dan kegiatan masyarakat lainnya;  

b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan 

bermotor;  

c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;  

d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;  

e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, 

bahan peledak, dan senjata tajam;  

f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan 

terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;  

g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian 

khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis 

kepolisian; 

h.  melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam 

menyidik dan memberantas kejahatan internasional;  

i.  melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang 

asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi 

instansi terkait;  

j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi 

kepolisian internasional;  

k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup 

tugas kepolisian. 

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lan jut dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Pasal 16 UU Kepolisian: 

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia berwenang untuk : 

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 

penyitaan;  

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat 

kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;  
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c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam 

rangka penyidikan;  

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeri ksa tanda pengenal diri;  

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;  

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 

atau saksi;  

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara;  

h. Mengadakan penghentian penyidikan; i. Menyerahkan berkas 

perkara kepada penuntut umum;  

i. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi 

yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan 

mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang 

yang disangka melakukan tindak pidana;  

j. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik 

pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik 

pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan  

k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 

jawab. 

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah 

tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika 

memenuhi syarat sebagai berikut : 

a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;  

b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan 

tersebut dilakukan;  

c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan 

jabatannya;  

d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan  

e. menghormati hak asasi manusia. 

 

Pasal 17 UU  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: 

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas 

dan wewenangnya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia, 

khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan 

sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 

Pasal 18 UU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: 
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(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat 

bertindak menurut penilaiannya sendiri.  

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya 

dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan 

memperhatikan peraturan perundang -undangan, serta Kode Etik 

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Pasal 19 UU tentang Kepolisian: 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian 

Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma 

hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta 

menjunjung tinggi hak asasi manusia.  

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan 

tindakan pencegahan. 

 

D. Visum et Repertum 

Visum et repertum adalah istilah yang dikenal dalam Ilmu 

Kedokteran Forensik, biasanya dikenal dengan nama “Visum”. Visum 

berasal dari bahasa Latin, bentuk tunggalnya adalah “visa”. Dipandang 

dari arti etimologi atau tata bahasa, kata “visum” atau “visa” berarti tanda 

melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti 

tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, 

sedangkan “Repertum” berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat 

dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi visum et 

repertum adalah apa yang dilihat dan diketemukan.
17)

 

Visum et repertum berkaitan erat dengan Ilmu Kedokteran 

Forensik. Mengenai disiplin ilmu ini, dimana sebelumnya dikenal dengan 

Ilmu Kedokteran Kehakiman, R. Atang Ranoemihardja menjelaskan 

                                                           
17) 

H.M.Soedjatmiko, 2001, Ilmu Kedokteran Forensik, (Malang: Fakultas Kedokteran 
UNIBRAW Malang), hlm. 1. 
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bahwa Ilmu Kedokteran Kehakiman atau Ilmu Kedokteran Forensik 

adalah ilmu yang menggunakan pengetahuan Ilmu Kedokteran untuk 

membantu peradilan baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara 

lain (perdata). Tujuan serta kewajiban Ilmu Kedokteran Kehakiman 

adalahmembantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam menghadapi 

kasus-kasus perkara yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu 

pengetahuan kedokteran. 
18)

 

Bentuk bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat diberikan pada 

saat terjadi tindak pidana (di tempat kejadian perkara, pemeriksaan korban 

yang luka atau meninggal) dan pemeriksaan barang bukti, dimana hal ini 

akan diterangkan dan diberikan hasilnya secara tertulis dalam bentuk surat 

yang dikenal dengan istilah visum et repertum.
19)

 

Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M04/UM/01.06 

tahun 1983 pada Pasal 10 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan ilmu 

kedokteran kehakiman disebut sebagai Visum et Repertum. Pendapat 

seorang dokter yang dituangkan dalam sebuah Visum et Repertum sangat 

diperlukan oleh seorang hakim dalam membuat sebuah keputusan dalam 

sebuah persidangan. Hal ini mengingat, seorang hakim sebagai pemutus 

perkara pada sebuah persidangan,tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang 

berhubungan dengan kedokteran forensik ini.Dalam hal ini, hasil 

pemeriksaan dan laporan tertulis ini akan digunakan sebagai petunjuk 

                                                           
18)

 R. Atang Ranoemihardja, 1983, Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science), Edisi 
kedua (Bandung: Tarsito), hlm. 10. 

19)
 Waluyadi, 2000. Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek 

Hukum Praktik Kedokteran, (jakarta: Djambatan), hlm. 26. 
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sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti. 4 

Artinya, hasil Visum et Repertum ini bukan saja sebagai petunjuk dalam 

hal membuat terang suatu perkara pidana namun juga mendukung proses 

penuntutan dan pengadilan. 

 


